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PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 41/PERMEN-KP/2015

TENTANG

PEDOMAN UMUM MEKANISME PELAKSANAAN

ANGGARAN BANTUAN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan Pasal 6 ayat (1)

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015

tentang mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan

Pemerintah pada Kementerian/Lembaga yang

memerintahkan Pengguna Anggaran, perlu disusun

pedoman umum mekanisme pelaksanaan anggaran

bantuan pemerintah di lingkungan Kementerian Kelautan

dan Perikanan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan

Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Pedoman Umum

Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah

di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan;
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Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2003 Nomor 4286, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang

Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2004 Nomor 66 Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4400);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

5. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang

Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4433), sebagaimana telah diubah

dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009

Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5073);

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 1125, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437),

sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

7. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang

Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil

(Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor

84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
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Nomor 4739), sebagaimana telah diubah dengan Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang (Lembar Negara

Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5490);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang

Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan

Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4663);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang

Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah,

Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan

Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang

Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang

Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

5533);

12. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang

Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 111);

13. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang

Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri

Kabinet Kerja Periode Tahun 2014 - 2019;

14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 156/PMK.07/2008

tentang Pedoman Pengelolaan Dana Dekonsentrasi dan

Tugas Pembantuan, sebagaimana telah diubah dengan

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 248/PMK.07/2010;

tentang

15. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor

PER.25/MEN/2012 tentang Pembentukan Peraturan
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Perundang-undangan di Lingkungan Kementerian

Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2013 Nomor 1);

16. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015

tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan

Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1340);

17. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor

23/PERMEN-KP/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja

Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1227);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN

TENTANG PEDOMAN UMUM MEKANISME PELAKSANAAN

ANGGARAN BANTUAN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Bantuan Pemerintah adalah bantuan yang tidak

memenuhi kriteria bantuan sosial yang diberikan oleh

Pemerintah kepada perseorangan, kelompok masyarakat

atau lembaga pemerintah/non pemerintah.

2. Bantuan Pemerintah dari Kementerian Kelautan dan

Perikanan adalah bantuan dalam bentuk uang, barang,

dan/atau jasa yang tidak masuk dalam kriteria bantuan

sosial dan diberikan kepada pemerintah daerah,

kelompok masyarakat, atau lembaga kemasyarakatan

secara selektif di bidang kelautan dan perikanan untuk

meningkatkan ketrampilan/keahlian, pengetahuan,

perubahan perilaku yang berdampak pada peningkatan

pendapatan, derajat kesehatan, akses mendapat
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pendidikan, serta indeks kebahagiaan dalam jangka

panjang;

3. Pemerintah Daerah adalah Satuan Kerja Perangkat

Daerah/Unit Pelayanan Teknis Daerah yang menjalankan

kewenangan urusan kelautan dan perikanan tingkat

Pemerintah Provinsi, dan/atau Pemerintah

Kabupaten/Kota;

4. Kelompok Masyarakat adalah kumpulan orang yang

terorganisasi yang mempunyai pengurus dan aturan-

aturan dalam organisasi kelompok yang secara langsung

melakukan kegiatan dalam suatu usaha bersama di

bidang kelautan dan perikanan.

5. Lembaga kemasyarakatan adalah lembaga yang dibentuk

oleh masyarakat yang mendukung atau mempunyai

kegiatan bidang kelautan dan perikanan seperti Badan

Permusyawaratan Desa, Lembaga Pemberdayaan

Masyarakat, Lembaga Adat, Lembaga Keagamaan,

Lembaga Sosial, Tim Penggerak PKK Desa/Kelurahan,

RT/RW, Karang Taruna, Unit Pelayanan Pengembangan

(UPP) dan Pusat Pelatihan Mandiri Kelautan dan

Perikanan (P2MKP).

6. Pemberdayaan masyarakat adalah upaya menumbuhkan

dan kapabilitas masyarakat untuk meningkatkan posisi

tawar (bargaining power) sehingga memiliki akses dan

kemampuan untuk mengambil keuntungan timbal balik

dalam bidang sosial dan ekonomi.

7. Kelompok Usaha Bersama yang selanjutnya disingkat

KUB adalah badan usaha non badan hukum yang berupa

kelompok yang dibentuk oleh nelayan berdasarkan hasil

kesepakatan/musyawarah seluruh anggota yang

dilandasi oleh keinginan bersama untuk berusaha

bersama dan dipertanggungjawabkan secara bersama

guna meningkatkan pendapatan anggota.

8. Kelompok Pembudidaya Ikan yang selanjutnya disebut

Pokdakan adalah kumpulan pembudidaya ikan yang

terorganisir, mempunyai pengurus dan aturan-aturan
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